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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

Shopee adalah dengan adanya syarat dan ketentuan yang dibuat untuk 

mengatur berbagai aspek dalam bertransaksi untuk menjamin hak-hak para 

pihak di dalamnya serta di balik itu tetap berpedoman pada hukum di 

Indonesia terutama yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan 

perlindungan konsumen. Di samping itu, bentuk konkret perlindungan 

konsumen oleh Shopee adalah menjamin hak konsumen dengan 

menyediakan fitur pengembalian atau penukaran produk hingga ganti rugi 

jika terjadi permasalahan dalam pengiriman produk. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi Pemerintah agar dapat melakukan penindakan terhadap 

permasalahan seperti ini baik dalam koordinasi dengan lembaga yang 

bersangkutan untuk tindakan preventif maupun tindakan represif 

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. 

2. Bagi Shopee agar dapat mengulas kebijakan yang ada dan untuk lebih 

memperketat regulasi bagi penjual makanan untuk memenuhi tanggung 



 

 

44 

 

jawabnya terkait kelayakan produk yang dijual. Sehingga 

meminimalisir adanya pelaku usaha yang menjual makanan ringan 

kemasan ulang tanpa izin edar. Bagi pihak Shopee juga perlu untuk 

membuat regulasi ketat mengenai penjual makanan yang menggunakan 

jasa layanan applikasi Shopee untuk diwajibkan dapat menunjukkan 

bukti izin perdagangan makanan yang dikeluarkan secara resmi oleh 

BPOM  

3. Bagi pelaku usaha agar meningkatkan kesadaran terhadap kebijakan 

yang ada dalam melakukan transaksi jual beli dengan itikad yang baik 

untuk sehingga hak-hak konsumen tidak terabaikan. 

4. Bagi konsumen agar dapat selektif dalam memilih produk-produk yang 

dijual transaksi jual beli di marketplace dan tidak gentar untuk 

melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan konsumen kepada pihak 

berwajib. 
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